
SURAT PERJANJIAN SEUIA MENYEUIA

Nomor tozs t O47 12cr22

TENTAITG
SEWA TAI{AH EXS BEITGKOK DESA DI KELT'RAIIAIT WONORF^'O

KECAMATAN SELOMERTO
ANTARA

PEMERINTAII KABUPATEN trIOIYOSOBO
DEIIGII"IT

AMINUDIIT

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puiuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
bertempat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. karlai .1ang
bertandatangan dibawah ini :

1 SIPING, S.IP Jabatan Lurah Wonorejo Kecamatan Selomerto Kabupaten
Wonosobo, berdasarkan Keputusan Bupati Wonsoobo Nomor :

.............. tanggal ......................................, dalam
hal ini bertindak selaku Pengguna Barang dan atas nama serta
sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
Peke{aan Petani, Alamat Losari, Kel. Wonorejo. Kecanatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo, dalam ha1 ini berrindak untuk
dan atas nana pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA :'ang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan
masing-masing disebut PILIAK, terlebih datrulu menvepakati bahwa Peqjanjian ini berdasar
pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonsoobo Nomor .1 tahun 20i7 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 tentalg Pengelolaan Seu,a Tanah
Bangkok Kelurahal di Kabupaten Wonsoobo

3. Surat Keputusal Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 0287 I 2022
tzngga1,.......... 2022 tefi2-ftg Persetujuan Seri'a Talah \I:Ik
pemerintah Kabupaten Wonosobo di Kelurahan Wonorejo

Maka anta-ra PIIIAK KESATU DAli Pl}ilK KEDUA ]'ang secara bersama-sama disebut PARA
PIFIAK, bersepakat untuk membuat pelanjian sebagai berikut:

LINGKU-P PERJ-4.\JLL\
Pasal 1

i. PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa tanah eks bengkok Desa di
Kelurahal Wonorejo Kecamatan Selomerto milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo
sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:
a. Nama Barang : Tanah eks Bengkok Desa di Kelurahan Wonorejo milik

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2. AMINUDIN

b. Kode Barang
c. Nomor Register
d. Identitas tanah/Blok
b. Alamat

c. Kondisi Tanah/
Gedung

d Luas tanah

101020101
3
Sertipikat No. 23
Blok O5 Karargsari :

Karangsari/ Duglik/eks. BK. Bayan
Baik

2.780 mz

2. Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk kegiatan pertanian/perkebunan

L



JANGKAWAKTU
Pasal 2

(1)

(2)

Jangka waktu sewa tanah sebagaimaaa dimaLsud dalaa pasat I setaaa I (satu)
tahun-kalender terhitung mulal taaggal Bo (tiga puluh| Bulan Apr Tahun 2oil2
(Dua Ribu Due Puluh Duat sampai dergan tanggar- zs (dua pulub-sembilant bulanApril Tahun 2O23 (Dua Ribu Dua puluh Tiga).
Pada saat beralhirnya pe4'anjian ini, pInAK KEDUA harus menyerahkan tanah
sebagaimana dimaksud daram pasal 1 dalam keadaal baik kepada PIHAK KESATU
tanpa syarat dan kompensasi.

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

Harga sesa sebagafuaana drmaksud pada pasar 2 ayat (u adarah sebesar
Rp. 85O.,OOO,- lDelapen Ratus Lima putub Ribu Bupiah), i"Uai ianua,
Besaran harga sewa secara teseluruhan adalah np. aso.ooo,-lo"up"o Ratus Lima
Puluh Ribu Ruplah).
Besaran biaya sewa tanah sebagaimana dirnaksud ayat (21 dibayarkan sekerigus pada
saat perjanjian ini ditandatangarf untuk disetorkan sekaliguJ secara tunaf ke Kas
Umum Daerah.

PAJAK
pasal 4

(U

l2t

(3)

Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak-pajak lain yang mungkin .imbui sebagai akibatperjanjian ini menjadi kewajibal PIHAK KEDUA 
- 
untuk r.,J.rurggor,g.rya trerdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

HAK DAN KEWA"]IBAN

(1) Hak eIHAK KEDUA. 
Pasal 5

a. memperoleh izin memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
dalam bentuk sewa sepaljang tidak mengganggu fungsi utama dari objek Sewa;

b. dapat memanfaatkan tanah sebagaimana ?ima,tsuo dalam pasal I uniuk kegiatan
pertanian dan atau perkebunari selama masa sewa belum berakhir.

(2) Kewajiban PIF{AK KEDUA :

a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pe4.anjian ini;
b' membayar pajak dan retrlbusi yang ditentukaa oreh t<itentuan perunda,g-

undangan berkaitan dengan tanah yang disewa;
c. melakukan pengalnanan dan pemeliharaa, sehari-hari atas objek sewa dengan

sebaik-baiknya dan apab a peq'anjia, sewa ini berakhir mat<a plrmx KEDUA
harus mengembalikan objek sewa kepada PIHAK KESATU daram keadaan baik
dan terpe lihara;

d. mentaati semua peraturan sehubunga, dengan pemanfaatan objek sewa;
e. memanfaatkan objek Sewa sesuai dengaa peruntukanny, y..rg diatur dalarn

Pe{a njian Sewa ini;
f' menanggung biaya operasionar dan pemeriharaan yang timbul sebagai akibat

kegiatan PIHAK KEDUA;
g. menyerahkan tanah apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan atau

saat beraktrirnya perjanjian tanpa menuntut ganti rugi atas semua biaya yang
dikeluarkan atau pembalgunan yzrng telah dilaksanakan.

(3) Hak PIHAK KtrSATU :

a. memperoleh uang sewa atas pemanfaatan talah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1;

b. memperoleh ganti rugi akibat kerusakan tanah sebagai akibat kegiatan PIHAK
KEDUA diluar penyebab d,ad force majeure;

c. membatalkan perjanjian apabila PIHAK KEDUA meLanggar ketentuan dalam Surat
Perjanjian ini.

d. Mengambil alih obyek pe4'anjian apabila pemerintah Kabupaten wonosobo
membutuhkan untuk menjaLankan tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

T9r!:llq -in atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasa,l 1 kepada
PIRCX KEDUA pada tanggal dimulainva pe{anjian ini sempai jangka waktu perjanjian
berakhir.



PERITYATAAI{ DAN JAMINAN'
Pasa] 6

(1) PARA PIHAK menyatakan dan menjaminr
a. PARA PiFIAK memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengikatkan diri

dalam Pefanjian Sewa ini dan telah memperoleh semua persetujuan yang
diperlukan untuk peLaksanaan Pe{anjian Sewa ini, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Informasi yang lengkap dan benar serta tidak menyesatkan secara material;
c. masing-masing Pihak berta-nggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari

pelanggaral atas pemyataan dan jaminan yang diberikal dalam Pasal ini;
d. pelaksanaan isi perjanjian ini oleh PARA PIHAK, berikut pelaksanaan kewajiban

masing-masing PIHAK, tidak akal melanggar atau berte ntangan dengan
peraturan perundang-undangan bagi masing-masing pihak, baik undang-undang,
peraturan, keputusan instansi pemerintah, anggaran dasar, atau perjanjian-
pe{anjian dimana masing-masing pihak terlibat sebagai salah satu pihak.

(2) PIHAK KESATU merl'amin bahwa:
a. semua pernyataan sehubungan dengan perizinan yang diberikan kepada PIHAK

KEDUA adalah benar;
b. PIF{AK KEDUA memenuhi setiap kewajibal berdasarkan Perjanjian Sewa ini dan

memenuhi peraturan pemndang-undangan, dan melepaskan PIHAK KESATU dari
setiap tuntutan darr/ atau dakwaal dari pihat< ketiga dikemudian hari yang terjadi
ksr61a kslalaian dal kesalahal PII IAK KEDUA sendiri;

c. PiHAK KEDUA menjamin membebaskare PIIIAK KESATU dari segala tuntutan
dan/ atau gugatan dari pihak ketiga atas pemanfaatar Objek Sewa yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU menjamin bahwa:
a. semua pernyataan sehubungan dengal perizinan yang diberikal PIIIAK KESATU

adalah benar;
b. PIHAK KESATU memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa ini dan

memenuhi ketentuan yang be.rlaku dalam Pe{anjian Sewa ini;
c. PIHAK KESATU menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan,

memeliha,ra, membangun dzur memanfaatal Objek Sewa sebagainana diatur
daiam Perjanjial Sewa ini (sepanjang tidak mengurangi fungsi utama Objek
Sewa).

SANKSI DAN LARANGAN
Pasal 7

(i) apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya sewa sesuai ketentuar harga maupun
waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat
Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan tanah dimaksud
dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU;

(21 apabiLa PIHAK KEDUA tidak menyerahkan tarrah sebagaiman dimaksud dalam Pasal
1 dalam waktu yang teliah ditentukal, maka PIHAK KtrSATU dapat mengambil
tinda,kan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa.

PENGAKHIRAN PERiANJIAN
Pasal 8

(1) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK dalam penyelesaian
kewajiban masing-masing.

t2l Pery'anjian ini dapat diakhid oleh salah satu PIIIAK apabila pihak lainnya melarggar
sebagian dal/ atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini, namun tidak terbatas
kepada pelanggaran terhadap Pasal 6 Perjanjian ini.

(3) Setelah Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka PIFTAK KEDUA wajib
menyerahkan kembali Objek Perjanjian tanpa memberikan kompensasi apapun
kepada PIHAK KESATU.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURq
pasal 9

(1) Peristiwa keadaan Ka}::ar {force majeure\
Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atan force majeure merupakal kejadian yang



4

tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK ya,ng berpengaruh
langsung pada pelalsanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau
kelalaian PIHAK KEDUA, ke.jadial tersebut antara lain:

a. bencana aLam;
b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi,

kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, peralg saudara,
terorisme/ gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;

c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya (yang
me mpengaruhi perja njian ini);

d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan
perubahan cuaca yang sangat buruk.

(2) Apabila teq'adi keadaan force majeure, yalg berakibat salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau
mempunyai pengaruh yang mengurangi kemarnpuan PARA PIHAK untuk me.laksanakan
hak-hak dar menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang
bersangkutal harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainrrya secara tertuiis
tentang te4'adinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaaa
Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak te{adinya keadaan Kahar dan
penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama
dicari jalan keluar yalg terbaik oleh kedua beLah pihak terkait perjanjian sewa ini.

Ptr}ITELESAIAN
Pasal 10

{1) Segala masalah yang timbui diselesaikan secara musyawarah untuk mufaka! apabila
tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui panitia ARBRITASE yang terdiri dari:

a. seorang wakil dari PIFIAK KESATU;
b. seorang wakil dari PIHAK KEDUA; dan
c. seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia ARBR{TASE, maka PARA
PIHAK menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

PERUBAI]AN
Pasal 1 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Peq'anjian ini termasuk ketentuan peLaksanaannya akan
diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepalati oleh PAI{4[ PIHAK
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 12

Dengan adanya Surat Perjaljian ini, maka pengelolaan dal perawatan tanah eks bengkok
Desa di Kelurahan Wonorejo milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Surat PerJanjian ini dibuat dan ditaldatangani oleh PARA PII{AK, padd hari dan
tanggal sebagaimana tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar
kedua bermaterai cukup yang masing- masing mempunyai kekuata-n hukum yang sama
untuk PARA PIHAK.
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PIHAK KEDUA, PIHAK
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tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruhlangsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkirt tisataira. atau
kelaLaian PiHAK KEDUA, kejadiar tersebut antara Lain:A. fogn6ara alam;

perang, permusuhan (apabila diumumkal atau tidak), pemberontakan, revolusi,kemsuhan, kon{lik senjata atau tindakan dari 
' militer, perang saudara,

terorisme/ganggual terhadap masyarakat sipil, kerusuhal, sabo-tase; 
"

pemogokan, _kerrsuhan para buruh atau gangguan industri tainnya (yang
mempengaruhi perjanjian ini) ;
bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, danperubahan cuaca yang sangat buruk.

{2} Apabila terjadi keadaa\ f-F majeure, yang berakibat sarah satu pihak tidak dapatmelaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ataumempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk ;elaksanakanhak*hak da, menikmati keuntungan berdisarkan perja,jian irri, -rrrnx y"rrgbersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK 
"lainnya 

secara tertulistentang terjadinya keadaan tersebut dengan di$rtai bukti-bukti te4aoinya keadaanKahar selambat-ranbatnya ls (rima beras) hari sejak terjadinya t ea"daan Kahar danpenyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang ter*enang, untuk b"r".-r-""-,
dicari jalan keluar yang terbaik oreh kedua belah pihak terkait pfr'aniian sewa ini.

PEIIYELESAIAN
Pasal 1O

(t) 
!e,g3ta masalah yang rimbul diselesaikan secara musyawa-rah untuk mufakat, apabilatidak tercapai, maka akan diselesaikan meralui panitia-nReRtrASE yang terdiri dari:a. seorang wakil dari PIIIAK KESATU;

b. seorang wakil dari pIHAK KEDUA; darr
c. seorang wakil yalg terpilih atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Jika perselisihan tidaft dapat diselesaikan melalui panitia ARBRITASE, maka pARA
PIHAK menempuh jalur hukum di pengadilan Negeri Wonosobo.

PERUBAI{AN
pasal 1 1

Hal-ha] yang belum diatur dalam Perjaljian ini termasuk ketentuan peLaksanaannya akandiatur kemudian, ditetapkan dengan ketintuan tersendiri yarlg disepatati ot"t pena prrex
dan merupakaa bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjla.rLi. '

b

c

d

PENUTUP
Pasal l2

lensa1 gdanya surat Perjanjian r1i, maka pengeroraan dan perawatan tanah eks bengkokDesa di Kelurahan Wonorejo milik pemerintah Kabupaten Wonosobo sslageiman dimaksuddalam Pasal 1 meqjadi tanggung.jawab PIHAK KEDUA.

Demikian surat Pedanjian iri dibuat da', ditandatangani oleh PARA PII{AK, pada hari dantanggal sebagaimana tersebut dibuat dalAm rangkap 3 (tiga), lembar kesatiu dan lembarkedua _bermlt:rai cukup yang masing-masing iempunyai kekuatan hukum yang samauntuk PARA PIFIAK.

KEDUA, PIHAK

ni-,
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